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Assalamu Alaikum. Wr. Wb 
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-
Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi yang 
berjudul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana 
Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Maros)” 
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jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. 
Tak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan dan manusia suci Nabi 
Muhammad saw beserta keluarga yang disucikan Allah swt yang telah membawa 
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yang gelap menuju jalan yang terang benderang, serta kepada seluruh sahabat-
sahabatNya yang telah menemani beliau, baik dalam suasan gembira, maupun 
dalam kesulitan. 
Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih dan sembah sujud 
kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Muhlis Madjid yang telah mendidik, 
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menjadi teman cerita, teman jalan, dan menjadi teman berbagi suka dan duka. 
Kepada Saudara-saudara Penulis Firman Kurniawan, Rahmat Muchlis yang 
walaupun kadang menjengkelkan tapi senantiasa membantu Penulis saat 
mengalami kesulitan serta bersedia menjadi teman berbagi suka dan duka. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. TransliterasiArab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
HurufArab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin  Nama 
 َى Fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ Fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو  ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 





HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
 َى…│ َ اَ … Fathahdanalifatauyaa‟ A a dangaris di 
atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dangaris di atas 
 َو Dhammmah dan waw U u dangaris di 
atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي  ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
1. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakatfathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t]. sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
makataa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر  نا  فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة  ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا ف ْنا : al- madinah al- fadilah 




2. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
 ا ن َّب  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د  ع : ‘aduwwun 
 Jika hurufَى ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي  ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
3. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاَ
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 




  َصً َّشنا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
 َ ة  ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
1. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
َ عْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
2. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang LazimDigunakanDalamBahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
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dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnahqabl al-tadwin 
1. Lafz al- Jalaalah (ٰهاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا ن ْي  د diinullahَ ٰاللّا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
contoh : 
hum fi rahmatillaah 
2. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
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kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 
berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al -
, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, 
dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadunillaarasul 
Inna awwalabaitinwudi’ alinnasilallazii bi bakkatamubarakan  
Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 





Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahuwata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) Peranan 
lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak, dan (2) Pandangan 
hukum Islam terhadap peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan 
pidana anak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. 
Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus 
dan pendekatan syar’i. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, data 
disimpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kemudian 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Dalam peranan lembaga 
pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di lembaga pemasyarakatan klas 
IIA maros tempat untuk membina serta mendidik narapidana ataupun anak didik 
pemasyarakatan dan diperlukan suatu bentuk pembinaan dan pendidikan yang tepat 
agar dapat merubah para narapidana dan tahanan menyadari kesalahannya dan 
menjadi lebih baik, olehnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus 
mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat terus melanjutkan 
pendidikannya walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan (2) Pandangan 
hukum Islam terhadap peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan 
pidana anak adalah mengasingkan pelaku jarīmah yang telah sesuai  dengan aturan  
Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Maros harus menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan 
yang ada di lemabaga pemasyarakatan klas IIA maros khususnya menyangkut 
tentang pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 
di indonesia. Dan juga menerapkan hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman 
terhadap para pelaku. Sehingga proses pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana 
anak dan anak didik pemasyarakatan dapat berjalan efektif, sehingga fungsi lapas 
dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapakan oleh ketentuan 
perudang-undangan. 2) Diperlukan peran serta orang tua dan masyarakat dalam 
proses pengembalian narapidana anak dan anak didik pemasyarakatan agar menjadi 
manusia yang taat hukum dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan, 3) 
Peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradialan pidana anak yang ada di 
lembaga pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros untuk 






A. Latar Belakang Masalah 
Anak  adalah  bagian  yang tidak  terpisahakan  dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan 
pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan 
yang membahayakan bagi anak.
1
 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari 
perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  
serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa 
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
mempengaruhi nilai dan perilaku anak.
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Hal ini berkaitan dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh 
pemerintah indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang 
mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak , yaitu 
nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang, dan menghargai partisipasi anak. 
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Irina Styowati, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  (Jakarta: BumiAksara, 1990) 
2
Skripsi Arlin Joemka Saputra, Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus 
Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas 




Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah 
agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah 
Indonesia tentang harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 
1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai 
sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.
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Pada kenyataannya, seorang anak pada umumnya adalah juga manusia yang 
bisa melakukan hal-hal seperti layaknya manusia (orang dewasa) pada umumnya, tak 
terkecuali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma/hukum yang 
berlaku. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan 
melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Lingkungan 




Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan 
anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusian 
serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini 
sudah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak melalui ketentuan pasal 
59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu 
perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak 
yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. 
                                                             
3
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2015), h.1. 
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Anak yang berkonflik dengan hukum yang disangka, dituduh, atau diakui 
sebagai telah  melanggar undang-undang hukum pidana.
5
 
Oleh karena itu,anak dalam situasi demikian memerlukan perlindungan 
khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. 
Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak 
berkonflik hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang 
Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui: 
1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak 
2. Penyedian petugas pendamping khusus 
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus 
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak 
5. Pemantaun dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang 
berhadapan dengan hukum 
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau 
keluarganya dan 




Namun, dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik atau 
bermasalah dengan hukum sering terabaikan, mengalami diskriminasi dan kekerasan. 
Bahkan, dari tahun ke tahun, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum semakin 
meningkat. Tahun 2005 terdapat 208 data penelitian masyarakat (litmas) yang 
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dilakukan badan Pemasyarakatan, meningkat menjadi 257 pada tahun 2007 dan naik 
menjadi 637 hingga akhir November 2008.
7
 
Undang-undang Pengadilan Anak telah mengamanatkan bahwa dalam 
melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang 
masih anak-anak, Undang-undang pengadilan anak membatasi usia anak mulai dari 8 
hingga 18 tahun. Mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus 
sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak, antara lain, dengan: 
Melangsungkan persidangan secara tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan 
dipandang perlu , maka persidangan dilangsungkan terbuka (Pasal 8). 
Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak-anak (Pasal 6).
8
 
Adapun ruang lingkup secara hukum yang dapat dikategorikan sebagai 
seorang anak yang telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang Pengadilan 
Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah seorang anak yang berumur 8 
tahun dan maksimum 18 tahun serta belum pernah kawin [Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 4 
ayat (1)]. Sedangkan masalah yang dapat diperiksa dalam persidangan anak hanyalah 
sebatas mengenai perkara anak nakal [Pasal 1 ayat (2)].
9
  
Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan 
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Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana 
atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan 
mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk anak, Jerome Stumpauzer 
menyatakan bahwa penempatan anak pada institusi (lembaga) justru menyelamatkan 
mereka pada lebel anak delinkuen dan mendekatkan mereka pada anak yang benar-
benar nakal yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Lingkungan penjara justru 
menyebabkan anak menjadi lebih nakal ketika lepas dari lembaga.
11
 
Perubahan  mendasar  penanganan  perkara  anak  dalam  Undang  -Undang  
Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan 
berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam 
kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan. 
Disinilah maka, peran Balai Pemasyaraklatan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) yang akan dibentuk menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara 
(LPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) yang nanti akan 
berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus  Anak   (LPKA),  sebagai   Unit  
Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam mendorong 
penanganan perkara anak melalui pendekatan   restorative   justice   dan   diversi. 
Perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan 
mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek 
dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya. 
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Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas 
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Payung hukum yang menopang sistem 
pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha- usaha 
untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan 
bagi warga binaan pemasyarakatan. Ini berarti bahwa tujuan akhir  dari  sistem  
pemasyarakatan  adalah  bersatunya  kembali  klien Pemasyarakatan dengan 
masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga 
keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan 
mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru 
menghambat dalam pembangunan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan 
untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga 
bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
12
 
Walaupun proses pemasyarakatan yang dilakukan dengan pembinaan terhadap 
anak pidana telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan kebijakan yang diatur 
dalam perundang-undangan, yang memperlihatkan hak terpidana dan didasarkan atas 
asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan 
metode pendekatan yang telah memeperhatiakan kepentingan anak, namun dalam 
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kenyataanya tetap memberikan citra negatif bagi anak. Terutama bagi kepentingan 
perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya penjatuhan pidana terhadap 
anak harus benar-benar sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah 
tidak ada yang dipandang tepat.
13
  
Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip terhadap penjaminan hak-hak anak, 
sebaigaimana perintah Allah terkait dengan peran dan tanggung jawab orang tua 
terhadap anaknya, Allah berfirman dalam QS. Al-An’am/6:151. 
 ُهاَّيِإَو ُْنُكقُزَْرن ُنَْحن ٍقَلَْهِإ ْنِه ْنَُكدَلََْوأ اُوُلتَْقت َلََوم  
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami 
akan  memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.
14
 
Esensi dari ayat ini antara lain; “ (1) setiap orang tua wajib menjaga anaknya 
dan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup anaknya,(2) memberikan 
hak-hak terhadap anak sesuai syariat dalam agama islam diantara hak untuk hidup, 
hak mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan 
penelitian terkait peran lembaga penempatan anak sementara dalam menjamin hak-
hak anak dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
mengambil judul penelitian yakni: Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses 
Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di LAPAS Klas IIA Kabupaten. Maros). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami 
pembahasan ini, maka lebih dahulu diuraikan pengertian judul sebagai berikut : 
1. Peranan adalah perilaku yang dilakukan seseorang terkait oleh kedudukannya 
dalam struktur sosial dimasyarakat, artinya setiap orang memilki peranan sesuai 
dengan kedudukan yang ia miliki.
15
  
2. Lembaga pemasyarakatan atau biasa di singkat LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
16
 
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.
17
 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 
disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
18
 
4. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesain perkara 
anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
19
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5. Proses peradilan pidana yaitu serangkaian proses untuk menegakkan hukum 




6. Hukum Islam yaitu aturan yang berlandaskan pada al-quran dan sunnah.21 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis 
akan memberikan atau menyusun rumusan yang dijadikan permasalahan dalam 
skripsi ini. Sebagai masalah pokok adalah Bagaimana peranan lembaga 
pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak (Studi Kasus di LAPAS Klas 
IIA Kabupaten Maros) ? Sehingga, sub masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini 
adalah: 
1. Bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan 
pidana anak? 
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap peranan lembaga 
pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak ?  
D. Kajian Pustaka 
Agar penulisan karya tulis ilmiah ini sistematis dan memiliki bahan 
perbandingan, maka di bawah ini penulis memberikan atau mengemukakan beberapa 
referensi yang relevan dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk lebih 
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meningkatkan kualitas isi karya tulis ilmiah ini. Pembahsan tentang judul ini dapat 
ditemukan dalam berbagai literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya: 
Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, dalam bukunya 
Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, 
membahas secara lengkap mengenai situasi dan keadaan yang dihadapi oleh anak 
Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Dalam buku ini juga terdapat beberapa 
teori dan langkah yang harus dilakukan untuk melindungi dan mendampingi anak 
yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan buku ini berdeda dengan pembahasan 
skripsi ini karena buku ini hanya membahas mengenai situasi dan keadaan yang 
dihadapi oleh anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum sedangkan skripsi ini 
membahas tentang berbagai macam proses dalam peradilan pidana anak dan tidak 
terbatas pada pembahasan situasi anak yang yang berhadapan dengan hukum. 
Rika Saraswati, dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, 
menyakatan berdasarkan pendekatan ekologis maka perlakuan salah atau kekerasan 
terhadap anak di Indonesia terjadi disemua level. Apa yang terjadi di level sejarah 
atau pengalaman individu, mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem terhadap 
kekerasan dan penelantaran terhadap anak adalah pengaruh yang bervariasi dari 
kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku yang saling mempengaruhi satu sama lain. 
Keluarga tidak dapat dikatakan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab 
atas terjadinya perlakuan salah atau kekerasan terhadap anak. Namun, faktor-faktor 
yang lain, seperti ekosistem dan makrosistem pun tidak bisa diabaikan karena 
ternyata kedua level ini juga berperan besar untuk keberlangsungan perlakuan salah 
atau kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, untuk menghapuskan perlakuan salah 




termasuk pemerintah, harus memiliki visi dan misi yang sama. Perbedaan buku ini 
berdeda dengan pembahasan skripsi ini karena dalam buku ini hanya terfokus pada 
perlindungan anak di Indonesia sedangkan dalam skripsi ini bukan hanya membahas 
tentang perlindungan anak tetapi juga membahas tentang perlindungan anak yang 
masih menjalani proses peradilan dan pemenuhan hak-hak anak yang ditahan.   
Sukardi, dalam artikelnya Prespektif Hukum Refleksif Terhadap Konsep 
Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, menjelaskan bagaimana 
perubahan pradigma pemidanaan  dan konsep Restorative Justice dalam pembaruan 
sistem pidana. Perbedaan buku ini berdeda dengan pembahasan skripsi ini karena 
dalam buku ini hanya terfokus pada penjelasan bagaimana perubahan pradigma 
pemidanaan  dan konsep Restorative Justice dalam pembaruan sistem pidana 
sedangkan skripsi ini bukan hanya membahas tentang masalah pemidanaan tetapi 
skripsi ini juga membahas pemidanaan dan bagaimana peran lembaga 
pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.  
Arlin joemska, dalam skripsinya Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam 
Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan  
cara  hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku 
anak. Kurang lebih empat ribu anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap  




dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Perbedaan skripsi ini berdeda 
dengan pembahasan dalam skripsi yang dibuat ini karena dalam skripsi ini hanya 
terfokus pada penjelasan sistem peradilan anak sedangkan pembahasan skripsi yang 
dibuat ini tidak hanya terfokus pada penjelasan sistem peradilan tetapi juga 
membahas tentang peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana 
anak dan pandangan hukum islam tentang peranan lembaga pemasyrakatan dalam 
proses peradilan pidana anak.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses 
peradilan pidana anak  di kabupaten Maros. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait peranan lembaga 
pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di (LAPAS) Klas IIA 
Kabupaten Maros. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum 
pidana Islam yang menyangkut peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses 
peradilan pidana anak ditinjau dari prespektif hukum Islam. 
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 
pengkaji, para penegak ataupun praktisi hukum tentang konsep peranan lembaga 




c. Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga 
diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang peranan lembaga 




A. Pengertian Anak 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti 
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan 
penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana 
pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, 
tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 
sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 




Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki 
disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan 
mastrubasi, jika tanda-tanda tersebut sudah Nampak berapapun usianya maka ia tidak 
bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.
2
 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, Anak sebagai tunas, 
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak 
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang 
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seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan secara 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan 
hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 
Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa 




Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang yang belum 
dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang 
anak dalam mencapai kedewasaan. Bebagai pendapat ilmuwan barat mengemukakan 
fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang 
anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase 
perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang yang 
belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-
fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa. 
Menurut W.J.S.Poerwodarmito anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. 
Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam 
umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh 
keadaan sekitarnya. 
Zakariyah ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umur untuk 
berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda wanita 
dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak 
putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak 
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mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang 
mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-
tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 
15 (lima belas) tahun. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seorang 
yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dari 
pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak 
adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, 
sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.
4
 
Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. 
Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya 
sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam 
membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan 
perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh 
anak di dalam perkembangannya. Terlebih pemenuhan haknya, seorang anak tidak 
dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih 
terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam 
memenuhi hak-hak anak.
5
   
Secara umum, kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang 
masih belum dewasa atau masih belum kawin. Terdapat   beberapa   pengertian 
tentanganak menurut Peraturan Perundan-undangan dan para ahli.
6
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam 
kandungan.
7
 Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 




Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan 
anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 




B. Sejarah dan Konsep Anak 
Defenisi anak secara nasiaonal didasarkan pada batasan usia anak menurut 
hukum pidana, hukum perdata, hukum dat dan hukum islam. Secara internasional 
definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak 
anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989, Aturan 
Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau 
United Nation Standard Mininum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(“The Beijing Rules”) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universial 
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Declaration of Human Right Tahun 1948.
10
 Secara nasional defenisi anak menurut 
perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum 
mencapi usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan 
masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. 
Defenisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan defenisi 
menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-
sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia 
anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat 
kedewasaan. Hukum islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda pada 
seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang 
dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang 
dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Teer Haar, 
seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk 
menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur 
yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan 
rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.
11
 
Mengenai status perkawinan sebagai batas kedewasaan juga terjadi perbedaan 
pendapat. Menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda 
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kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu 
menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor penting yang menentukan seseorang 
menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal 
dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin. 
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soepomo, untuk menentukan anak sudah 
dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut 
dengan luat gawe. Beberapa negara memberikan defenisi seseorang dikatakan anak 
atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Dinegara 
Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun 
tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai 
hak politik apabila telah berusia di atas 18 tahun. 
Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun, dengan 
asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola piker anak-
anak (childhood). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan 
intelektual termasuk kemampuan (skill) dan kompetensi yang menuju pada 
kemantapan pada saat kedewasaan (adulthood). Di Negara Amerika Serikat yaitu 
New York dan Vemont seseorang yang masih belum mencapai umur 16 tahun masih 
dirujuk ke pengadilan anak. Di Negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 
tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia 
Selatan anak usia 8 tahun dan di Canada seseorang berumur di bawah 12 tahun.
12
 
Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan 
pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya 
serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat 
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kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya 
tepat, karena kondisi umur seseorang yang dihubungkan dengan kedewasaan 
merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataaanya ada anak dari segi 
kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh 
karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi tidak tepat. Menurut ahli 
psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak 
yang berusia lebih muda akan tetapi suadah matang dalam berpikir. Sebaliknya, ada 
anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih sepertia anak-anak. Pandangan 
ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli 
pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana. 
Menurut Nicholas McBala dalam buku Juvenile Justice System mengatakan 
anak yaitu periode di anatara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini 
merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan 
termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa defenisi menurut 
perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena 
itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena 
seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan betrada dalam 
pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 pengertian anak 
yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah 
mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.
13
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C. Sistem Peradilan Pidana Anak 
Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana 
yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi 
sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, 
yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. 
Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah 
anak akan dibebaskan atau diproses kepengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak 
tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan 
sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi 
penghukuman.
14
 Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai 
tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
15
 
Keadilan yang hakiki ialah nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan, 
peradaban dan kepatutan. Setiap nilai kemanusian, peradaban dan kepatutan yang 
sesuai dengan keadaan, tempat, lingkungan dan waktu di mana masyarakat yang 
bersangkutan hidup, dirasakan anggota masyarakat benar-benar tepat dan adil. Maka 
pembaruan sistem peradilan pidana anak, merupakan penyusunan peraturan 
perundang-undangan baru karena peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-
Undang Pengadilan Anak) sudah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 
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kebutuhan hukum masyarakat, dan belum secara komprehensif memberikan 
perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
16
 
Pemikiran bersifat prospektif dalam arti konsep masa mendatang dalam 
pembaruan sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Rancangan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta sejumlah 
peraturan perundang-undangan tentang anak adalah sistem peradilan pidana anak 
dengan walfare apparoach (pendekatan kesejahteraan). Adapun yang dimaksud 
kesejahteraan adalah kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-
Undang No. 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat huruf a, yaitu 
suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.
17
 
Anak yang belum berumur 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana 
belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal ini demikian didasarkan pada 
pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagosis, bahwa anak yang belum 
berumur 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang 
belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi 
pidana maupun sanksi tindaka. Untuk menentukan apakah kepada anak akan 
dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya 
tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga memperhatikan; keadaan anak, 
keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota 
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keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu, hakim juga wajib 
memperhatikan laporan Pembimbing Keasyarakatan.
18
 
Menurut Undang-Undang  No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai 
tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan 
pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana 
atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 
1. Sanksi Pidana 
Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 
KUHP, hukuman itu terdiri dari pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari 
hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan 
hukuman sementara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman 




Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP itu 
naamun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana anak dimuat pada Pasal 71 sampai 
dengan pasal 81. 
Pasal 71 
1) Pidana pokok terdiri atas: 
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a) pidana peringatan; 
b) pidana dengan syarat; 
1. pembinaan di luar lembaga; 
2. pelayanan masyarakat, atau 
3. pengawasan. 
c) pelatihan kerja; 
d) pembinaan dalam lembaga; dan 
e) penjara. 
2) Pidana tambahan terdiri atas: 
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 
b. pemenuhan kewajiban adat. 
1) Apabila hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 
denda, diganti dengan pelatihan kerja. 
2) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat 
Anak. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 
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1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal penjara yang 
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 
2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 
3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak anak 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. 
4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakuakan 
atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim 
dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 
5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan 
syarat umum. 
6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling lama 3 (tiga) tahun. 
7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut umum melakuakan 
pengawasan dan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah 
ditetapkan. 
8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), Anak mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 
Pasal 74 
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf  b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan 





1) Pidana tambahan diluar lembaga dapat berupa keharusan. 
a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh 
pejabat pembina; 
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan 
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkihol, narkotika, psikototropika, 
dan zat adiktif lainnya. 
2) Jika selama pembinaan anak melangagr syarat khusus sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim 
pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui 
maksimum 2 (dua) masa pembinaan yang belum dimaksimalkan. 
Pasal 76 
1) Pidana pelyanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk 
mendidik Anak dengan meningkatan kepeduliannya pada kegiatan 
kemasyarakatan yang positif. 
2) Jika anak tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam 
menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat 
pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan 
Anak tersebut untuk mengulangi sebagian atau seluruh pidana pelayanan 
masyarakat yang dikenakan terhadapnya. 
3) Pidana pelayanan masyarakat untu Anak dujatuhkan paling singkat 7 (tujuh) 






1) Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud 
pada pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 
lama 2 (dua) tahun. 
2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Aank ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan 
dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 
Pasal 78 
1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c 
dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai 
dengan usia Anak. 
2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) 
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 
Pasal 79 
1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan 
tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. 
2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 
(satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
dewasa. 
3) Minimum khusus pidana tidak berlaku terhadap Anak. 
4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak 






1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau 
lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun 
swasta. 
2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan 
perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. 
3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
21
 
4) Anak yang menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam 
lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak 
mendaapatkan pembebasan bersyarat. 
Pasal 81 
1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak 
akan membahayakan masyarakat. 
2) Pidana penjara yang dijatuhi kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari 
maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa. 
3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di 
LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 
5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. 
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6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang 
dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
2. Sanksi Tindakan 
Pasal 82 
1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi; 
a. pengembalian kepada orang tua/wali; 
b. penyerahan kepada seseorang; 
c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. perawatan di LPKS; 
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 
oleh pemerintah atau badan swasta; 
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
g. perbaikan akibat tindak pidana. 
2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan 
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. 
3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh 
Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana yang diaancam 
dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat     











Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang 




D. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak 
Menurut keputusan lama sampai modifikasi hukum Prancis yang dibuat pada 
tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam tindakan penyandraan 
dengan penembusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum di tentukan 
keringanan hukuman dengan cara lain. Di inggris abad pertengahan kurang lebih 
tahun 1200-1400 di kenal hukum kurungan gereja dalam sel (cell) dan pidana penjara 
bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan dengan bentuk 
pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana 
penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711. Dalam hal ini Howard Jones 
menerangkan, bahwa sejak zaman raja Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi (SM) 
di kenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada 




Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, (Pasal 1 Angka 3 UU 
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Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di 
Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan Unit Pelaksan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman 
Dalam pasal angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah 
penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
Direktorat Jenderal PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar 
pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan 
pidana.Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.Sub-sistem 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana 
mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya 
pidana pencabutan kemerdekaan. Perlunya peninjauan ulang terhadap sistem dan pola 




Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya 
kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. 
Sistem Peradilan pidana dalam kerangka system merupakan rangkaian kegiatan yang 
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dilakukan dalam rangka menegakkan hokum pidana dan menjagaq ketertiban social, 
dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, 
penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan 
pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian 
kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari 
bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.
26
 
Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemasayrakatan (LAPAS) yang merupakan bagian dari 
kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. 
Namun demikian keberadaan dan peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut 
sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub system yang lain dalam system 
peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Lemabaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan 
kegiatan system peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan bagian dari system Tata Peradilan, mempunyai 
tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses 
Peradilan Anak. Adapun dasar hukum yang digunakan lembaga pemasyarakatan : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
h. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 
i. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang 
Pola Pembinaan Narapidana 
j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02  Tahun 
2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
Dilihat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tugas dan bekerjanya 
lembaga Pemasyarakatan seperti yang disebutkan diatas, maka sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
bahwa Sistem Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga 
yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya 
tindak pidana  oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan 
menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi 
warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara 
individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan 
didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, 
33 
 




Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya 
orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah 
atau tidak oleh hakim. 
Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana 
yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni 
suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari : 
1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan; 
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara; 
3. Orang-orang yang disandera. 
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, 
akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. 
Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam 
lembaga pemasyarakatan itu ialah : 
1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan; 
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan; 
3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh 
pengadilan negeri setempat; 
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan; 
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5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 
dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah. 
Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain: 
a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagai mana mereka harus 
bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam 
masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 
b. Menjaga keutuhan masyarakat. 
c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 
pengendalian social (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat 
terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. 
Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak 
mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan 
secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. 
Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap 
tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan 
mengembangkan integrasi di dalam masyarakat.  Namun demikian, tidak semua 
norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga 
sosial tertentu.   Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma 
tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.
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E. Konsep Islam Terhadap Perlindungan Anak 
Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari’at Allah yang trkandung 
dalam kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Setiap orang yang 
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mengintegrasikan dirinya kepada islam wajib membentuk seluruh hidup dan 
kehidupannya berdasarkan syari’at yang termaktub dal al-Quran dan as-Sunnah. Hal 
tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari’at Ilahi yang tertuang 
dalam al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat islam dan 
agama islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan 
integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya islam ini tergambar dalam 
dinamika hukum islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup (hukum 




Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka 
merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan da- tang akan melanjutkan 
kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan 
pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral 
sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. 
Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 
yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 
Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip- prinsip umum 
perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepenting- an terbaik bagi anak, 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. 
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Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan  hukum  
terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini 
juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 
Abu  Zahrah  mengemukakan  pandangannya,  bahwa  hukum adalah 
ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang orang mukallaf baik 
berupa iqtida (tuntutan perintah atau larangan), takhyir  (pilihan)  maupun  berupa  
wadh’i  (sebab  akibat).  Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah 




Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip- prinsip 
dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya se- buah undang-undang, 
mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh  masyarakat,  tergantung  kepada  
asas  dan  tiang  pokonya. Pendekatan  prinsip  hukum  islam  terutama  prinsip  
keadilan  dan tujuan hukum islam pada diversi dan keadilan pidana anak.
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Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam islam, adalah 
seperti yang digambarkan hadis nabi Muhammad saw: “tidak termasuk golongan 
umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) 
todak menghormati yang tua”. 
Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh 
penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, 
kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah 
memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, 
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seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua 
diwajibkan menyayangi jika memperoleh kehormatan. ini timbal balik, yang jika 
harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang 
memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh 
hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus di dahulukan adalah 
keewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya 
menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah pada anaknya, 
selamanya. Bagitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, 
selamanya. 
Beginilah cara Al-qur’an dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban 
anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan 
tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. “dan tuhanmu 
telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 
kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 
diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, 
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Dan 
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
mulia. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengwali melakukan kewajiban 
dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih 
dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, 
mendidik, dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih syang yang telah 
dilakukan kedua orang tua. Jadi, tinggal anak yang berkewajiban utuk menghormati 
dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu 
ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi 
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keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan 
penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang 
diancam mesuk neraka. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan secara eksplisit 
bahwa durhaka itu haram. Dan bisa mengakibatkan seseorang Su’u Al-Khatimah 
(meninggal dalam keadaan sesat).
32
 
Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana 
setiap  anak  yang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Adapun  perlindungan 
anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan 
demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
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Mengenai Hak Asasi Manusia utamanya tentang perlindungan anak, lebih 
lanjut diatur pada Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
34
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Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah 
suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dengan 
sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya 
(objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai 
sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang 
berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena 
secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa 
kesimpulan dari data tersebut.
1
 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan jenis penelitian 
empiris. Jenis penelitian normatif ialah suatu metode penelitian hukum yang 
berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana 
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat sedangkan jenis penelitian empiris, 
ialah Jenis penelitian pengumpulan data-data yang bersifat sekunder. Kedua jenis 
penilitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara kualitatif mengenai objek 
yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.
2
 khususnya 
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mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan anak dan 
pandangan hukum Islam terhadap peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses 
peradilan anak. 
2. Lokasi penelitian. 
Penelitian ini dilakukan di LAPAS Kelas IIA Kabupaten Maros. Pemilihan 
lokasi penelitian ini didasarkan atas bahwa lokasi tersebut memenuhi persyaratan 
sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang 
dibutuhkan.  
B. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang 
dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 
dengan profesi peneliti
3
. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai 
berikut: 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isi hukum) yang sedang 
dihadapi, khususnya permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.
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2. Pendekatan Kasus (case approach) 
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Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 




3. Pendekatan Normatif Syar’i 
Pendekatan ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada 
dalam teks-teks al-Quran dan hadist serta pendapat para ulama. 
C. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah Kasubsi Registrasi Lembaga 
Pemasyarakatan dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Maros dengan menggunakan metode 
penggumpulan data primer dan sekunder. 
a. Data primer. 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 
lapangan untuk mengadakan wawancara secara mendalam dengan informan 
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh 
melalui angket yang dipandang meragukan. 
b. Data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan 
bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya. 
D. Metode pengumpulan data 
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan langsung di lapangan implementasi 
perananan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak. 
b. Wawancara adalah cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi 
dengan cara bertanya secara langsung kepada informan sesuai dengan data yang 
diperlukan. 
c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen yang ada pada LAPAS Klas IIA Kabupaten Maros seperti tulisan yang 
berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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E. Instrumen penelitian 
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan 
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan 
instrument penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrumen dalam 
penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
daftar pertanyaan. 
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b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 
sumber data yang dianggap penting. 
c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan 
dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan 
pembahasan akan lebih terjamin. 
d. Tape Recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Penggunaan Tape Recorder dalam wawancara perlu memberi 
tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data 
dengan cara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal yang 
sangat membangun penelitian ini, khususnya mengenai peranan lembaga 
pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak dan juga pandangan hukum 
islam tentang peranan lenbaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak. 
Data kuantitatif juga diperlukan sebagai pendukung/pelengkap terhadap data 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS merupakan tempat 
untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
1
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros adalah salah satu Unit Pelaksana 
Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Maros atau 
secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros dibangun pada tahun 1983 sampai 
dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB dan 
ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 16.PR.07.03 Tahun 2013. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 
Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814550. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Maros mempunyai kapasitas 202 orang. Berdiri di atas lahan kurang lebih 4 (empat) 
hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m2 yang terdiri dari: 
1. 2 Unit Bangunan Perkantoran, 
2. 10 Unit Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan, 
3. 1 Unit Poliklinik, 
4. 1 Unit Dapur, 
                                                             
1
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995,Tentang Pemasyarakatan Bab I 
Pasal 1 ayat 3. 
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5. 1 Unit Ruang Pendidikan, 
6. 1 Unit Mushallah, 
7. 1 Unit Aula. 
Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros sebanyak 70 (tujuh puluh) 
orang. Pegawai laki-laki: 63 (enam puluh tiga) orang dan pegawai wanita: 7 (tujuh) 
orang dengan rincian: 
1. Pejabat struktural : 14 orang 
2. Satuan pengamanan : 35 orang 
3. Pembina PAS : 12 orang 
4. Dukungan teknis : 7 orang 
5. Tenaga medis : 2 orang 
Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Maros diselenggarakan sistem penjagaan 24 jam secara bergilir, dengan 
memberdayakan empat regu penjagaan yang terbagi dalam tugas jaga: 
1. Jaga pagi dari pukul. 07.00 s/d 13.00 WITA 
2. Jaga siang dari pukul. 13.00 s/d 19.00 WITA 
3. Jaga malam dari pukul. 19.00 s/d 07.00 WITA2 
Berikut data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros sampai 




                                                             
2
Lapas Klas IIA Maros, Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, dari 
http://lpmaros.blogspot.co.id  (11 April 2017).   
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Tabel 1. Penghuni Lapas Klas II A Maros 
NO TAHANAN DAN NARAPIDANA JUMLAH 
1 Tahanan Dewasa Laki-Laki 67 
2 Tahanan Dewasa perempuan 2 
3 Tahanan Anak Laki-Laki 1 
4 Tahanan Anak Perempuan 0 
5 Narapidana Dewasa Laki-Laki 121 
6 Narapidana Dewasa Perempuan 7 
7 Narapidana Anak Laki-Laki 58 
8 Narapidana Anak Perempuan 0 
TOTAL 256 
Sumber. Lapas Klas IIA Maros 
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah narapidana dewasa laki-laki sebanyak 121 
orang, sementara jumlah narapidana dewasa perempuan sebanyak 7 orang dan jumlah 
narapidana anak laki-laki sebanyak 58 orang. Jumlah tahanan dewasa laki-laki 
sebanyak 67 orang, sementara jumlah tahanan deawasa perempuan sebanyak 2 orang. 
Sedangkan tahanan anak laki-laki sebanyak 1 orang dan tahanan anak perempuan 
sementara ini tidak ada, sementara narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Maros 
sudah tidak dan berubah statusnya menjadi narapidana karena telah melalui proses 
peradilan di pengadilan terkait dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3
 
Berikut jenis kasus dan jumlah narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Maros sampai bulan Desember 2016: 
                                                             
3
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 10 Juli, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
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Tabel 2. Kasus Anak LAPAS Klas IIA Maros 
NO KASUS JUMLAH 
1 Kesusilaan 15 
2 Penganiayaaan 13 
3 Pencurian 13 
4 Perampokan 14 
5 Penipuan 3 
TOTAL 58 
Sumber. Lapas Klas IIA Maros 
Berdasarkan tabel di atas, jumlah kejahatan yang terbanyak dilakukan oleh 
warga binaan anak pemsyarakatan di dalam LAPAS Klas IIA Maros adalah tindak 
pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti 
karena pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Perbuatan tersebut 
dilakukan oleh anak karena anak meniru perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa 
tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
4
 
Sementara itu, di dalam LAPAS Klas IIA Maros itu sendiri semua Narapidana 
anak telah melalui proses peradilan di Pengadilan. Dari jumlah Narapidana anak yang 
ada dalam LAPAS Klas IIA Maros, beberapa diantara mereka merupakan pindahan 
dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Makassar.
5
 Dari data yang peneliti 
dapat semua Narapidana anak yang berada dalam LAPAS Klas IIA Maros merupakan 
Anak Pidana. 
                                                             
4
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 14 Juli, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
5
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 17 Juli, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
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Klasifikasi anak pidana atau warga binaan anak pemasyarakatan berdasarkan 
usia di LAPAS Klas IIA Maros digambarkan pada tabel di bawah ini sampai bulan 
Jili 2017: 
Tabel 3. Jumlah anak berdasarkan umur di Lapas Klas IIA Maros 
NO USIA JUMLAH 
1 Umur 12-15 Tahun 18 
2 Umur 16-18 Tahun 40 
TOTAL 58 
Sumber. Lapas Klas IIA Maros 
Berdasarkan tabel di atas klasifikasi Anak Pidana atau warga binaan anak di 
dalam LAPAS Klas IIA Maros dimulai dari umur 12 tahun sampai dengan umur 18 
tahun. Terdapat 18 anak Pidana yang berusia 12 tahun sampai 15 tahun, sedangkan 
terdapat 40 Anak Pidana yang berusia 16 tahun sampai 18 tahun. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros antara lain: 
VISI 
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 
MISI 
1. Mewujudkan peraturan perundang-Undngan yang berkualitas, 
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, 
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, 
4. Mewudukan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, 
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, 




Kegiatan pelayanan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan 
dilaksanakan berdasarakan sistem pemasyarakatan dengan menitik beratkan pada 
usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang bertujuan untuk 
memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan 
masyarakat. Setiap kegiatan yang akan diberikan kepada warga binaan 
pemasyarakatan disesuaikan menurut tahap pembinaannya. Tahap pembinaan 
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dan 
setiap warga binaan didampingi oleh wali yang telah ditunjuk. Adapun TPP 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. TPP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lapas Maros 
TPP dibentuk berdasarakan surat keputusan Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan. Tim ini beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang 
ketua, 1 (satu) orang sekertaris dan 5 (lima) anggota. 
Semua kegiatan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 
dimusyawarahkan dan dievaluasi oleh TPP dalam sidang yang dilaksanakan dua kali 
setiap bulan, sehingga maju mundurnya pelaksanaan pembinaan dan pelayanan 
tahanan sangat ditentukan oleh peran TPP. 
2. Program perawatan dan jenis kegiatan 
Dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu diadakan penentuan program 
yang diajukan dalam sidang TPP. Dari hasil keputusan TPP yang telah diambil 
melalui musyawarah dalam sidang selanjutnya direkomendasi dan risalah sidang TPP 
kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dipelajari dan disetujui bila telah 
dipertimbangkan bahwa program kegiatan yang telah diputuskan tersebut dapat 
dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan surat keputusan kepala Lapas. Dengan 
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demikian tugas TPP adalah memberi saran dan pertimbanagan kepada kepala Lapas 
mengenai bentuk dan program kegiatan. 
Usaha perawatan merupakan usaha pemenuhan pelaksanaan perawatan berupa 
kesehatan dengan penyediaan poli klinik, obat-obatan serta perlengkapannya dan 
untuk menunjang program perawatan ini LAPAS Kelas IIA Maros mendapat tenaga 
kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang dokter umum dan 
1 (satu) orang perawat. Program perawatan tahanan dimaksudkan untuk memberikan 
kesiapan mental psikologis serta membimbing mereka dalam menghadapi proses 
perkara pidana yang sementara disangkakan kepada mereka. 
Pendidikan dan pembimbingan adalah dengan penanaman jiwa kekeluargaan, 
keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 
Pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar binaan 
pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, bertaqwa dan 
bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
6
 
B. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana  Anak di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Maros 
Lembaga Pemasyarakatan  merupakan tempat untuk membina serta mendidik 
narapidana ataupun tahanan dan diperlukan suatu bentuk pembinaan dan pendidikan 
yang tepat agar dapat merubah para narapidana dan tahanan menyadari kesalahannya 
dan menjadi lebih baik. 
                                                             
6
Lapas Klas IIA Maros, Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, dari 
http://lpmaros.blogspot.co.id  (16 September 2017).  
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Berdasarkan pembukaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana harus dilakukan dengan baik dan 
manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
7
 Pembinaan terhadap warga 
binaan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah 
pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tujuan utama sebagai proses akhir peradilan di 
Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan anak 
pemasyarakatan mengikuti seluruh sistem pembinaan yang telah diterapkan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi 
aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia 
dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri. 
Warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros 
bukan hanya warga binaan anak, namun terdapat juga warga binaan yang sudah 
tergolong dewasa. Daeng Manambung menambahkan bahwa tempat hunian warga 
binaan anak dan warga binaan yang tergolong sudah dewasa, dipisahkan hal ini untuk 
mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap warga binaan anak. Hal ini telah sesuai 
dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak yang menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana 
berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa.
8
 Warga binaan anak yang masuk 
Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami putus sekolah. Olehnya itu sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan harus mendapatkan pendidikan di Lembaga 
                                                             
7
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tentangPemasyarakatan. 
8
Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak Bab I Pasal 3 huruf  b.  
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Dinyatakan Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
dinyatakan bahwa setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan berdasarkan Pasal 10 
Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas 
pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kepala 
Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi 
bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran. 
Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan ruang kelas 
untuk warga binaan anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga Pemasyarakatan 
harus menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan. 
Dalam wawancara dengan fahril salah satu staf kasubsi registrasi di lapas 
mengatakan bahwa tidak semua narapidana anak mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran.
10
 Dalam Lembaga Pemsyarakatan tersebut tidak didapatkan ruang kelas, 
perlengkapan belajar-mengajar dan guru pengajar untuk waga binaan anak-anak. Hal 
ini terjadi karena sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimilki Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Maros belum memadai untuk melakukan proses belajar 
                                                             
9
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 24 Juli, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
10
Fahril, Staf Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros, wawancara pada 
tanggal 31 Juli, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
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mengajar sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini 
menghambat proses pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan. 
Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan anak yang masih menjalani 
proses peradilan pidana pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros 
melakukan kerja sama dengan pihak instansi, yaitu: instansi penegak hukum: Polri, 
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Instansi lain, yaitu: Departemen Kesehatan 
Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan Pemerintah Daerah. 
Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros juga bekerjasama dengan 
pihak swasta baik itu perorangan, kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun 
perusahaan. 
Pembinaan terhadap warga binaan anak yang di tempatkan sementara dalam 
proses peradian pidana anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros 
menggunakan prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan 
pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai perundang-undangan yang berlaku di 
indonesia. Adapun prinsip pemasyarakatan tersebut yaitu: 
a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai 
warga yang baik dan berguna. 
b. Penjatuhan pidana tidak bukan tindakan balas dendam oleh negara. 
c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat. 
d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebe- 
lum dijatuhi pidana. 
e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dik 
enalkan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat. 
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f. Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, 
juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan 
negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha 
peningkatan produksi. 
g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus 
berdasarkan pancasila. 
h. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan harus diber 
lakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus 
dihormati. 
i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 
satu- satunya derita yang dapat dialami. 




Masa pengenalan lingkungan atau admisi  dan orientasi masa pengamatan 
adalah  tahap awal pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan anak 
pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. Setelah ditentukan 
blok hunian atau wisma masing-masing maka warga binaan anak pemasyarakatan 
akan diberitahukan tata tertib dalam LAPAS, nama-nama seluruh petugas dan Staf 
Lapas, hak dan kewajiban selama di LAPAS, cara menyampaikan keluhan, tugas 
harian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Maros. 
                                                             
11
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 1 Agustus, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
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Masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi pengamatan dilakukan 
paling lama 1 (satu) bulan. Masa pengenalan atau admisi dan pengamatan ini 
diharapkan warga binaan khususnya warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi 
dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat berinteraksi secara 
normal dengan warga binaan anak pemasyarakatan lainnya. Pada tahap ini dilakukan 
pengawasan yang sangat ketat (maxsimun security). 
Hasil wawancara dengan Daeng Manambung di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Maros menyatakan bahwa  proses pembinaan terhadap warga binaan anak 
pemasyarakat dimulai saat pertama kali masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan 
narapidana akan diregistrasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian 
dilakukan wawancara untuk mencocokkan biodatanya. Lalu ditempatkan di bloknya 
masing-masing.
12
  Kemudian dilakukan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Tahap awal atau pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai  1/2  (sa 
tu per dua) masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat 
(maxsimun security). 
b. Tahap lanjutan atau asimilasi, dilaksanakan pada 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 
(dua per tiga) masa pidana. Tahap ini dilakukan pembinaan dalam Lapas maupun 
di luar Lapas. Pembinaan dalam Lapas untuk warga binaan anak didik 
pemasyarakatan pada tahap ini akan melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja 
pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olahraga, cuti mengunjungi 
keluarga dan lain-lain.  Pada tahap ini dilakukan pengawasan sudah tidak seperti 
tahap awal atau medium security. 
                                                             
12
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 1 Agustus, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
56 
 
c. Tahap akhir atau integritas, dilaksanakan pada 2/3 (dua per tiga) masa pidana 
sampai bebas. Pada tahap ini pengawasan yang tidak ketat atau minimum security. 
Kemudian Daeng Manambung saat melakukan wawancara menjelaskan 
tentang  pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. Namun dalam hal pelaksanaan pembinaan 
yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros sama seperti 
pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya 
yang ada di Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13
 
Adapun pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak 
pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi: 
a) Pembinaan kesadaran beragama 
Warga binaan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros akan 
mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini 
diberikan kepada semua warga binaan anak baik yang beragama Islam, maupun yang 
tidak beragama Islam. Untuk warga binaan anak didik yang beragama Islam akan 
diperintahkan untuk membaca al-Qur’an dan menyetor hafalan setiap sore dan untuk 
warga binaan anak didik yang beragama non- Muslim seperti warga binaan anak yang 
beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, mereka mendapat 




                                                             
13
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 2 Agustus, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros.   
14
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 4 Agustus, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
57 
 
b) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) 
Usaha pembinaan ini diperlukan untuk diberikan kepada warga binaan anak 
agar kemampuan intelektual yang dimiliki warga binaan anak dapat meningkat, 
sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses 
pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik malalui pendidikan formal 
maupun pendidikan non-formal. Pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros kepada warga binaan anak adalah 
dengan mengajarkan cara membaca kepada warga binaan anak yang buta huruf 
sehingga mereka dapat membaca dengan baik. 
c) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 
Seperti halnya pembinaan kesadaran beragama Pembinaan kesadaran 
berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada 
warga binaan anak dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya 
jiwa nasionalisme dalam diri. Menyadarkan kepada narapidana agar menjadi warga 
negara yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. 
Olehnya itu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros adalah melakukan upacara bendera. 
Upacara bendera ini rutin dilakukan setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar 
Nasional seperti hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus  
yang wajib diikuti oleh semua warga binaan anak maupun warga binaan yang sudah 
tergolong dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros. 
d) Pembinaan kesadaran hukum 
Sejak warga binaan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Maros, mereka dianggap tidak sadar hukum karena mereka telah melakukan tindak 
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pidana, olehnya itu Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas diharapkan dapat mampu 
untuk memberikan pengetahuan hukum agar mereka dikemudian hari setelah keluar 
dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang taat terhadap hukum, 
agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah dilakukan. 
Warga binaan anak pemasyarakatan diharuskan untuk menaati seluruh peraturan dan 
tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros. 
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi: 
a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri 
Saat melakukan wawancara kepada salah satu warga binaan anak 
pemasyarakatan, Cakra Wala Putra Manaf mengatakan bahwa pembinaan 
keterampilan yang diberikan kepada warga binaan anak oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Maros berupa pelatihan untuk membuat kerajinan tangan 
seperti membuat bingkai foto, tempat tissue, asbak rokok, dan  beberapa kerajinan 
lainnya yang semuanya dibuat barang bekas.
15
 Pembinaan ini diharapakan setelah 
mereka kembali kepada masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan 
yang diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, 
sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah 
dilakukannya. 
b) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing 
Seperti halnya pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. 
Pembinaan ini lebih berfokus pada bakat yang dimilki warga binaan anak 
pemsyarakatan, karena setiap warga binaan anak mempunyai bakat atau hobi yang 
                                                             
15
Cakrawala Putra Manaf, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 7 Agustus, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros. 
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berbeda-beda sehingga apabila bakat atau hobi itu sudah diketahui maka petugas 
Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan bimbingan untuk mengembangkan bakat 
yang dimilki. Seperti halnya warga binaan anak yang memiliki bakat di bidang musik 
maupun bidang lain maka bakat tersebut akan dikembangkan. 
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai institusi yang menampung dan 
melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana). Sehingga 
Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan harus 
berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Secara umum Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memilki 
masalah yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan khususnya 
warga binaan yang tergolong anak-anak. Melakukan pembinaan bagi warga binaan 
anak pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu 
ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga 
Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam 
memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan 
pidana di Indonesia. 
Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Daeng Manambung yang mengatakan 
bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Maros terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pembinaan bagi 
warga binaan anak pemasyarakatan seperti: 
a. Sarana dan prasarana yang belum cukup 
Permasalahan sarana dan prasarana merupakan permasalahan yang sering kita 
jumpai di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan ini pun terjadi di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros, ketersediaan sarana dan Prasarana masih 
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belum cukup, seperti kamera CCTV, hal ini sangat dibutuhkan untuk memantau 
aktivitas para penghuni Lapas, sehingga dapat mencegah segala bentuk 
penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni Lapas. Selain itu  menurut Daeng 
Manambung penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros bukan hanya yang 
tergolong anak-anak tetapi terdapat juga terdapat narapidana yang tergolong sudah 
dewasa. Warga binaan anak pemasyakatan mempunyai hak untuk mendapatkan 
pendidikan di dalam Lapas. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros 
berkewajiban menyiapkan ruangan khusus sebagai ruang kelas, alat tulis kantor, 
kursi, buku, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya.  Sehingga proses untuk 




b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros yang masih kurang. 
Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam 
pelaksanaan pembinaan narapidana. Namun secara umum jumlah petugas lapas di 
Indonesia yang masih kurang menjadi permasalahan tersendiri disetiap lembaga 
pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan yang masih kurang juga terjadi di 
lembaga pemasyarakata klas IIA maros hal ini menyebabkan tidak seimbangnya 
dengan jumlah warga binaan yang menghuni lapas. Hal ini juga akan berdampak pada 
sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan. Petugas 
lembaga pemasyarakatan sangat berperan penting dalam terlaksananya sitem 
pembinaan yang telah ditentukan. Apalagi lembaga pemasyarakatan klas IIA maros 
yang memilki jumlah warga binaan yang secara keseluruhan melebihi daya tampung 
                                                             
16
Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros, 
wawancara pada tanggal 8 Agustus, 2017. di lembaga pemasyarakatan klas IIA maros.  
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yang semestinya. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapas yang masih 
kurang sehingga sangat diperlukan pegawai lapas yang cukup agar pelaksanaan 
pembinaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peranan Lembaga 
Pemasyarakatan Proses Peradilan Pidana Anak 
Pada  dasarnya  hukum-hukum  syariat  Islam  lurus  dan  adil, prinsip-
prinsipnya yang universal berkisar di sekitar penjagaan berbagai keharusan asasi 
yang tidak bisa di lepas oleh manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Dalam 
hal ini, para imam mujtahid dan ulama ushul fiqh membatasi pada lima perkara. 
Mereka menamakannya sebagai  al- kulliyat al-khamsah (lima prinsip universal), 
yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan 
menjaga harta benda. Janganlah menghukum atau memukul anak sampai si anak 
menjerit-jerit sampai amat sakit. Karena para ahli berpendapat bahwa hukuman yang 
kejam akan membuat anak menjadi penakut, rendah diri, dan akibat-akibat lain 
yang negatif separti sempit hati, pemalas, pembohong.  Dia  berani  berbohong,  
karena  bila  tidak  kekerasan  akan menimpanya.
17  Hukum Islam adalah hasil daya 
upaya para fuqaha dalam menerapkan syari’at islam sesuai dengan keutuhan 
masyarakat. Istilah Hukum Islam walaupun berlafazh Arab (al-hukm al-islami), 
namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai padanan kata dari Fiqh Islam, atau 
Syari’at Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma' para sahabat 
                                                             
17
Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam 
Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 47. 
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Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya 
dengan ta’zir. Ta’zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan 
dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari’ah, seperti melanggar peraturan 
lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Kaitan Lembaga 
Pemasyarakatan dengan ta’zir sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang 
sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan kelanjutan dari ta’zir. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan 
yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, 
sehingga penjara bisa dikategorikan dalam ta’zir. Di dalam hukum Islam, penjara atau 
Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan ta’zir. Ta’zir yaitu menolak dan 
mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan 
syari’ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-
lain. 
19Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan ta’zir sangat erat, karena selain 
mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari ta’zir. Hal ini sejalan dengan 
Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara 
pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam ta’zir.20 
                                                             
18
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: PT.Pustaka 
Putra, 2013), h. 21. 
19
Djazuli, .Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 163.   
20
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 143. 
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Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari’atkan dalam 
hukum Islam berdasarkan dalil Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ sahabat. Apabila kedua 
pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan 
adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum 
Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan 
mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga 
bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.
21
 Berikut dasar diadakannya pidana 
penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5: 33-3 
 
اَمَّوِإ   ءاَزَج  َهيِرَّلا  َنى بِزاَح ي  َ َّاللَ   َهلى سَزَو  َنَْىعَْسيَو ِيف  ِضَْزْلْا ًاداََسف  َْنأ اى لَّ َتق ي  َْوأ 
اى بَّلَص ي  َْوأ  َعََّطق ت  ْمِهيِدَْيأ  ْم ه ل  جَْزأَو  ْهِم   فَلَِخ  َْوأ اَْىفْى ي  َهِم  ِضَْزْلْا   ۚ َكِل
ََٰذ  ْم َهل   يْزِخ ِيف 
َايْوُّدلا   ۚ ْم  َهلَو ِيف  ِةَسِخْلْا   بَارَع ميِظَع   ۚ  َِّلَإ  َهيِرَّلا اى بَات  ْهِم  ِلَْبق  َْنأ او  زِدَْقت  ْمِهَْيلَع   ۚ
اى  َملْعَاف  ََّنأ  َ َّاللَ   زى فَغ   ميِحَز  
Terjemahnya: 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat 
kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 
mereka secara silang, atau diasingkan dari temoat kediamannya yang demikian 
itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang 
berar. Kecuali orang orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai 
mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
22
 
Para fuqaha mazhab Abu Hanifah, Syafi’i, dan Aḥmad berpendapat bahwa 
hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Yaitu, barangsiapa 
yang membunuh tetapi tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. 
                                                             
21
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke II, 2009), h. 10. 
22
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, ( Cet. I; Depok, Sabiq, 
2012), h. 113.  
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Barangsiapa yang mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka ia dipotong 
tangannya. Barangsiapa yang mengambil harta dan membunuh, maka ia dihukum 
bunuh dan disalib. Dan, barangsiapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa 
membunuh dan taidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.
23
 
Jenis hukuman yang termasuk jarīmah ta’zīr antara lain adalah hukuman 
penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum 
Islam ta’zīr sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū 
Ḥanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan 
atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah 




Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 1 ayat 1 
menerangkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana 




Hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syariat dan fiqih. 
Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, dan fiqih adalah 
pemahaman dan hasil pemahaman tentang syari’at. Sumber syariat adalah al-Quran 
                                                             
23
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran Jilid III ( Cet. III; 
Depok: Gema Insani, 2008), h. 215. 
24
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam  (Cet. II;Jakarta: Sinar Grafika,  2009), h. 10. 
25
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep 
KUHP Baru (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), h. 130. 
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dan Sunnah, dan sumber fiqih adalah al-Quran dan Sunnah, dan sumber fiqih 
adalah al-Qur’an, Sunnah, dan ra’yu.26 
Tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan tentang tujuan ini masih 
banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa 
teori yang ada. Hampir semua orang tua mengeluh bahwa banyak generasi muda 
berani kepada orang tua, berakhlak buruk, dan tidak memiliki sopan santun. Setelah  
direnungkan  nampaklah  bahwa  penyebab  utama  sikap  anak-anak berani kepada 
orang tua adalah karena orang tua lalai dalam menanamkan pengetahuan dan 
pendidikan Islam kepada anak-anak mereka. Sebaliknya para orang tua mendidik 
anaknya dalam lingkungan yang sama sekali tidak Islami dan mendidik mereka 
dengan tingkah laku berdasarkan gaya hidup dan ajaran barat.
27
 
Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terjadinya arus 
globalisasi dapat memengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya 
terhadap tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak bukan hanya merupakan bentuk 
gangguan keamanan dan ketertiban melainkan juga merupakan bahaya yang dapat 
mengancam masa depan anak tersebut dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, 
anak nakal berhak mendapatkan  perlindungan  hukum,  khususnya  dalam  proses  
peradilan anak. Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis 
dikategorikan   melawan  hukum  dapat  diidentifikasi dari rumusan pengertian 
tentang kenakalan anak. Kenakalan anak di ambil dari istilah asing Juvenile 
Delinquency, Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada 
                                                             
26
Ibnu Rahman, Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat  (Yogyakarta: Philosophy Press, 
2001), h. 74. 
27
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia (Cet. IV; Yogyakarta :   
Ash-shaff , 2006), h. 6. 
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masa muda, sedangkan Delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, 
yang kemudian  diperluas  artinya menjadi  jahat, sosial, kriminal, pelanggar aturan, 
pembuat ribut, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.
28
 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana.
29 
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Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Cet. II; Bandung:Refika Aditama, 2008), h. 9.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Maros dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan tentang peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana 
anak yaitu: 
1. Peranan lembaga pemasyarakatan klas IIA maros yakni sebagai Lembaga 
Pemasyarakatan  merupakan tempat untuk membina serta mendidik narapidana 
ataupun anak didik pemasyarakatan dan diperlukan suatu bentuk pembinaan dan 
pendidikan yang tepat agar dapat merubah para narapidana dan tahanan menyadari 
kesalahannya dan menjadi lebih baik. Lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan 
utama sebagai proses akhir peradilan di Indonesia, tempat hunian warga binaan 
anak dan warga binaan yang tergolong sudah dewasa di lembaga pemasyarakatan 
klas IIA maros, dipisahkan hal untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap 
warga binaan anak. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang 
No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa 
setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang 
dewasa. Warga binaan anak yang masuk lembaga pemasyarakatan akan 
mengalami putus sekolah. Olehnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan harus mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat 
terus melanjutkan pendidikannya walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan. 
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2. Perspektif hukum Islam terhadap peranan lembaga pemasyarakatan dalam 
membina dan mendidik narapidana seta anak didik pemasyarakatan dengan cara 
mengasingkan pelaku jarimah adalah sejalan dengan  konsep Undang-Undang No. 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tujuannya untuk medidik para 
pelaku jarimāh pidana untuk tidak mengulangi lagi jarimah yang pernah 
dilakukannya. Hanya saja prosesnya yang berbeda, di zaman Rasulullah, sahabat, 
dan sekarang. Begitupun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros 
pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan khususnya untuk 
warga binaan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun implikasi penelitian ini sebagai berikut: 
1. Lembaga pemasyarakatan klas IIA maros harus menyiapkan strategi untuk 
mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di lemabaga pemasyarakatan 
klas IIA maros khususnya menyangkut tentang pemenuhan hak-hak anak sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Dan juga menerapkan 
hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku. Sehingga proses 
pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana anak dan anak didik pemasyarakatan 
dapat berjalan efektif, sehingga fungsi lapas dapat berjalan sebagaimana mestinya 
sesuai yang diharapakan oleh ketentuan perudang-undangan. 
2. Diperlukan peran serta orang tua dan masyarakat dalam proses pengembalian 
narapidana anak dan anak dididk pemasyarakatan agar menjadi manusia yang taat 
hukum dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Masyarakat tidak 
boleh mengasingkan atau mengucilkan mantan narapidana ataupun anak didik 
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pemasyarakatan, melainkan harus diterima kembali dan diperlakukan seperti 
masyarakat lainnya. 
3. Peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak yang ada di 
lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros 
untuk lebih mengedepankan pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama. 
Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama harus lebih diintensifkan sehingga 
warga binaan anak serta anak didik pemasyarakatan dapat menyadari 
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